RELEVANSI SAKSI NON MUSLIM DALAM SIDANG PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA







A. Hukum Acara Peradilan Agama  
Mukti Arto mengemukakan  “Hukum Acara Pengadilan Agama ialah peraturan 
hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materiil dengan 
perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan 
bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya”.14 
Dari uraian di atas, hukum acara peradilan agama adalah sekumpulan peraturan yang 
menjamin bagaimana hukum perdata materiil tetap berjalan. Sekumpulan peraturan 
hukum yang mengatur hukum perdata materiil tersebut adalah hukum perdata formil. 
Sehingga hakim wajib menguasai hukum perdata formil dan materiil sebelum 
menetapkan perkara untuk mendapatkan putusan yang adil.  
Dalam menerapkan hukum acara tidak hanya dibutuhkan penguasaan 
mengenai hukum perdata formil dan materiil saja, tetapi harus memahami asas-
asas dari Hukum Acara Peradilan Agama yakni “Peradilan Agama adalah 
Peradilan Negara (Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), Peradilan Agama 
adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Pasal 1 Ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), dan Asas 
Manusiawi, pemeriksaan dilakukan secara manusiawi.  
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1. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama  
Dasar hakim dalam memutus perkara bersumber dari hukum formil dan 
hukum materiil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang telah 
ditetapkan oleh negara.
15
 Menurut Bagir Manan “sumber hukum materiil 
adalah sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah 
hukum yang mengikat setiap orang”.16 




a. HIR / RBg 
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Kekuasaan Kehakiman 
d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 
e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974  Tentang Perkawinan 
f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan 
Ulangan 
g. Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
h. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
i. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia 
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j. Peraturan Menteri Agama  
k. Keputusan Menteri Agama 
l. Kitab-Kitab Fiqh Islam dan Sumber Hukum Tidak Tertulis Lainnya 
m. Yurisprudensi Mahkamah Agung. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman “hakim sebagai 
penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-
nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.18 Lain halnya untuk hakim di 
Pengadilan Agama, dalam mengisi kekosongan hukum putusan harus tetap 
bersumber dari syariat Islam. Tujuannya agar putusan yang dihasilkan mendekati 




B. Pemeriksaan Perkara Perceraian Perspektif Hukum Positif 
1. Tata Cara Pemeriksaan Perkara Cerai Talak  
Secara bahasa talak adalah pemutusan ikatan, sedangkan menurut istilah 
talak berarti pemutusan tali perkawinan.
20
 Menurut Dr. Hammudah Abd. al-
Ati talak diartikan semacam perceraian sederhana yang bisa dirujuk kembali, 
karena pada dasarnya kalimat talak hanya digunakan sebagai pernyataan atas 
ketidaksenangan ataupun kekesalan suami terhadap istrinya.
21
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Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan jo. PP Nomor 9 Tahun 1975, perceraian yang diajukan oleh suami 
(cerai talak) harus dilakukan di Pengadilan Agama.
22
 Dapat disimpulkan 
bahwa perceraian bukan hanya urusan pribadi suami, melainkan telah menjadi 
kewenangan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama berhak untuk menolak 
ataupun menerima gugatan cerai talak yang diajukan suami berdasarkan alat 
bukti dan keyakinan hakim.  
Adapun formulasi gugatan permohonan cerai talak adalah sebagai berikut:
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a. Identitas pemohon (suami) dan termohon (istri) yang berupa nama, umur 
dan tempat kediaman. 
b. Posita, yakni alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan cerai 
talak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 
1975 jo. Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan: 
a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan 
lain sebagainya yang sulit disembuhkan; 
b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-
turut tanpa izin dan alasan yang sah; 
c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara minimal 5 tahun selama 
perkawinan berlangsung; 
d) Salah satu pihak melakukan penganiayaan yang dapat 
membahayakan pihak lain; 









e) Salah satu pihak mendapat cacat badan yang menyebabkan tidak 
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; 
f) Antara suami dan istri terjadi perselisihan terus menerus. 
c. Petitum, yang meminta perkawinan diputuskan serta memberi izin 
kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak di muka persidangan.  
 
2. Tata Cara Pemeriksaan Perkara Cerai Gugat 
Pasal 73 Ayat (1) telah menetapkan bahwa dalam perkara cerai gugat yang 
bertindak sebagai penggugat adalah istri dan suami ditempatkan sebagai pihak 
tergugat.
24
 Dapat disimpulkan, bahwa masing-masing pihak memiliki jalur 
tersendiri jika ingin mengajukan gugatan perceraian. Pihak suami melalui 
upaya cerai talak, serta pihak istri melalui upaya cerai gugat.  
Dalam hal formulasi gugatan cerai gugat, keseluruhan isinya hampir sama 
dengan formulasi gugatan cerai talak. Hanya saja terdapat keistimewaan yang 
memperbolehkan gugatan istri mengkumulasikan gugatan sesuai yang 
tercantum dalam Pasal 86.
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Ketika pengajuan gugatan cerai gugat yang perlu diperhatikan adalah 
kelengkapan surat gugatan sehingga mengurangi terjadinya cacat obscur libel. Untuk 
menghindari cacat obscur libel formulasi gugatan harus disusun secara sistematis 
yaitu dengan menempatkan gugatan cerai talak sebagai pokok utama dan gugatan 




Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 86 ayat 1 
berbunyi : “gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri 
dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian 
memperoleh kekuatan hukum tetap.” Pasal ini membolehkan seorang istri untuk mengajukan 
gugatan perceraian sekaligus gugatan nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama ke Pengadilan 





yang lain sebagai gugat assesor yang menempel pada gugatan pokok. Mengenai 
perumusan petitum, isinya harus berurutan dan sesuai dengan sistematika formulasi 
gugatan. Jika petitum tidak teratur dan jungkir balik dalam perumusannya maka 
gugatan dianggap tidak sejalan dan sejiwa dengan posita gugat.
26
 
3. Asas Pemeriksaan Perceraian27 
Adapun mengenai asas pemeriksaan perceraian adalah sebagai berikut : 
a) Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim  
Pasal 15 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Peradilan 
Agama memerintahkan bahwa pemeriksaan perkara dilakukan oleh 
Majelis yang terdiri dari 3 orang hakim, kecuali apabila undang-
undang menentukan lain. Salah seorang diantaranya bertindak sebagai 
Ketua Majelis dan yang lainnya sebagai hakim anggota sidang.   
b) Pemeriksaan dalam sidang tertutup 
Asas ini diatur dalam Pasal 68 Ayat (2) dan Pasal 80 Ayat (2) yang 
berbunyi “apabila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan 
perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.” Berpedoman pada 
penjelasan Pasal 33 PP Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pemeriksaan 
tertutup dalam pemeriksaan perkara perceraian meliputi segala 
pemeriksaan termasuk pemeriksaan saksi-saksi.   
c) Pemeriksaan 30 hari dari tanggal pendaftaran 
Hal ini ditentukan dalam Pasal 80 Ayat (1) dan Pasal 141 Ayat (1) 
KHI bahwa pembatasan pemeriksaan perkara selambat-lambatnya 30 
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hari. Asas tersebut bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang 
sederhana, cepat dan biaya ringan serta urgensi perkara perceraian 
yang membutuhkan penyelesaian segera.  
d) Pemeriksaan in person atau kuasa 
Dalam proses pemeriksaan perkara, tidak mutlak penggugat 
ataupun tergugat in person yang hadir tetapi dapat diwakilkan oleh 
kuasanya. Kecuali dalam sidang perdamaian penggugat atau tergugat 
harus hadir secara pribadi dan tidak bisa diwakili oleh kuasa.  
e) Usaha mendamaikan selama pemeriksaan berlangsung  
Pasal 82 Ayat (4) dan Pasal 143 KHI menugaskan kepada hakim 
untuk bersungguh-sungguh dalam mendamaikan para pihak. Upaya 
mendamaikan para pihak merupakan tugas yang harus dilaksanakan 
hakim setiap berlangsungnya persidangan hingga jatuhnya putusan. 
 
C. Pembuktian  
1. Pengertian Pembuktian  
Menurut Prof. Dr. Supomo pembuktian adalah alat bukti yang 
dikemukakan penggugat sehingga memperkuat keyakinan hakim dalam 
persidangan dan tidak dapat dibantah oleh tergugat.
28
 Sudikno Mertokusumo 
dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia mengatakan bahwa kata 
membuktikan mengandung arti logis, konvensionil dan yuridis. Secara logis, 
membuktikan berarti memberi kepastian dari hasil logika dan pengamtan yang 
                                                             
28
 Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar’iyah, (Jakarta: 





bersifat mutlak sehingga tidak memungkin adanya bukti lawan. Sedangkan 
secara konvensionil membuktikan berarti memberi kepastian berdasarkan 
perasaan belaka dan pertimbangan akal yang bersifat nisbi atau relatif. 
Membuktikan dalam artian yuridis adalah memberi dasar-dasar yang cukup 
kepada hakim berdasarkan kebebnaran peristiwa yang terjadi.
29
 
Menurut kesimpulan peneliti, pembuktian adalah upaya yang dilakukan 
pihak berperkara dalam memperkuat keyakinan hakim di muka persidangan 
sehingga tidak memungkinkan adanya bukti dari lawan.  
2. Nilai Pembuktian 
Meskipun sebuah peristiwa yang disengketakan dalam pengadilan telah diajukan 
pembuktian, namun pembuktian itu masih harus dinilai. Dalam hal ini, hakim tidak 
memiliki kebebasan dalam menilai pembuktian. Terhadap akta autentik misalnya, 
hakim terikat dalam penilainnya (Pasal 165 HIR, 285 RBg, 1870 BW).
 30
  
Berhubung dalam menilai suatu pembuktian hakim dapat bertindak bebas 
atau terikat oleh undang-undang berdasarkan tiga teori : 
1) Teori Pembuktian Bebas 
 Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang 
mengikat hakim, sehingga hakim bebas memberikan penilaian dari suatu 
pembuktian dalam perkara di pengadilan. 
2) Teori Pembuktian Negatif  
 Berdasarkan teori ini terdapat ketentuan-ketentuan mengikat yang 
bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini menghendaki adanya larangan 
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kepada hakim untuk melakukan sesuatu dan berhubungan dengan 
pembuktian. Jadi menurut teori ini, hakim dilarang dengan pengecualian 
(Pasal 169 HIR, 306 RBg, 1905 BW). 
3) Teori Pembuktian Positif 
 Jika teori pembuktian negatif menghendaki adanya larangan, lain 
halnya dengan teori pembuktian positif. Teori ini menghendaki adanya 
perintah kepada hakim untuk melakukan sesuatu dengan syarat (Pasal 165 
HIR, 285 RBg, 1870 BW). 
3. Beban Pembuktian  
 Asas pembagian beban pembuktian terdapat dalam pasal 163 HIR yang 
berbunyi :  
“Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan suatu 
peristiwa untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain harus 
dapat membuktikan haknya tersebut.”31  
 
 Kesimpulannya bahwa yang wajib untuk membuktikan adalah dari kedua 
belah pihak yakni penggugat dan tergugat. Penggugat wajib membuktikan 
kebenaran dari peristiwa yang diajukannya, sedang tergugat wajib membuktikan 
kebenaran peristiwa yang diajukan oleh lawan.  
 Dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori tentang beban 
pembuktian yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim, diantaranya :
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1) Teori Pembuktian yang Bersifat Menguatkan Belaka (bloot affirmatief). 
 Dasar hukum teori ini bahwasanya hal-hal yang negatif tidak mungkin 
dibuktikan. Sekalipun pembuktiannya mungkin hal tersebut tidaklah penting 









dan tidak dibebankan kepada siapapun karena peristiwa negatif tidak menjadi 
dasar dari suatu hak. Teori bloot affirmatif ini sekarang telah ditinggalkan.  
2) Teori Hukum Subjektif  
 Dasar hukum dalam teori ini adalah Pasal 1865 BW, yang menjelaskan 
bahwa barangsiapa yang mempunyai hak atau meneguhkan haknya 
maupun membantah hak orang lain maka ia wajib membuktikan adanya 
hak atau peristiwa tersebut.   
 Dalam prakteknya, teori ini masih belum mencapai sebuah keadilan 
dikarenakan kelonggaran hakim dalam proses pembuktian. 
3) Teori Hukum Objektif  
 Menurut teori ini barangsiapa yang menuntut hak atau mengajukan hak 
kepada hakim, maka secara tidak langsung hakim akan menerapkan 
ketentuan hukum objektif dari peristiwa yang diajukannya.  
 Dapat peneliti simpulkan, bahwa dalam teori ini penggugatlah yang harus 
membuktikan peristiwa yang diajukan kepada hakim namun harus mencari 
dasar pembuktian tersebut dari undang-undang sesuai Pasal 1320 BW (terkait 
syarat sah perjanjian). Teori ini bersifat formalistis karena tidak dapat 
menjawab permasalahan aktual  yang tidak dijelaskan dalam undang-undang.  
4) Teori Hukum Publik  
 Menurut teori ini mencari kebenaran dari suatu peristiwa dalam 
peradilan merupakan kepentingan publik. Sehingga hakim memiliki 
wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Teori ini biasanya 





5) Teori Hukum Acara  
 Teori ini memberlakukan asas audi et alteram partem, yakni asas yang 
mengharuskan hakim untuk membagi beban pembuktian kepada para 
pihak diadasarkan dari kesamaan kedudukannya. Oleh karena itu, hakim 
harus membagi beban pembuktian secara adil dan seimbang.  
4. Macam Alat Bukti 
 Menurut HIR, hakim dalam mengambil sebuah keputusan terikat pada 
alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti 
dalam acara perdata adalah sebagai berikut :
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1) Alat Bukti Tertulis  
 Alat bukti tertulis (surat) ialah segala sesuatu yang memuat tanda 
bacaan untuk mencurahkan isi hati atau buah pikiran seseorang dan dapat 
digunakan sebagai pembuktian.  
 Alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta 
dan surat yang bukan akta. Surat yang merupakan akta dibagi lagi menjadi 
dua yakni akta otentik dan akta di bawah tangan.   
 Akta otentik merupaka alat bukti yang berbentuk surat, diberi tanda 
tangan, termuat peristiwa yang menjadi dasar hak atau perikatan dan 
dibuat dengan sengaja sebagai pembuktian. Otentik tidaknya akta tidak 
hanya harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat saja namun juga 
pembuatannya harus sesuai dengan undang-undang.  







 Akta otentik merupakan bukti sempurna bagi kedua belah pihak, ahli 
waris dan siapa saja yang mendapatkan hak. Alat bukti akta otentik 
memiliki kekuatan pembuktian bebas, yang mana pembuktiannya 
diserahkan kepada pertimbangan hakim.  
Lain halnya dengan akta di bawah tangan, akta ini merupakan akta yang 
sengaja dibuat sebagai pembuktian dari para pihak namun tanpa bantuan 
pejabat yang berwenang.  
2) Pembuktian dengan Saksi  
 Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata 
Indonesia, kesaksian adalah kepastian yang diberikan oleh hakim di 
persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan 
pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu 
pihak dalam berperkara. Keterangan yang diberikan oleh saksi haruslah 
dari apa yang didengar dan disaksikan sendiri bukan asumsi atau pendapat 
yang diperoleh dari hasil berpikir. Ada segolongan orang yang dianggap 
tidak mampu untuk bertindak sebagai seorang saksi. Dalam hal ini dapat 
dibedakan antara mereka yang dianggap tidak mampu secara mutlak dan 
tidak mampu secara nisbi untuk menjadi saksi.  
1) Mereka yang tidak mampu secara mutlak ialah mereka yang tidak 
boleh didengar kesaksiannya dan dilarang menjadi saksi, diantaranya :  
a) keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang 
lahir dari salah satu pihak (Pasal 145 Ayat (1) Sub 1 HIR, 172 Ayat 





membatasinya dikarenakan mereka pada umumya tidak objektif 
jika didengar kesaksiannya, untuk menjaga hubungan baik antar 
keluarga dan mencegah timbulnya tekanan batin setelah menjadi 
saksi.  
b) Suami atau istri dari salah satu pihak meskipun telah bercerai.  
2) Mereka yang tidak mampu secara nisbi ialah mereka yang boleh 
didengar kesaksiannya namun tidak dapat dijadikan sebagai saksi, 
diantaranya :  
a) Anak-anak yang belum berumur 15 tahun (Pasal 145 Ayat (1) Sub 
3 jo. Ayat (4) HIR, 1972 Ayat (1) Sub 4 jo. 173 RBg, 1912 BW). 
b) Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat 
dan orang yang di bawah pengampuan (Pasal 145 Ayat (1) Sub 4 
HIR, 172 Ayat (1) Sub RBg, 1912 BW).  
 Saksi yang telah dipanggil di muka persidangan wajib bersumpah 
menurut agamanya sesuai dengan Pasal 147 HIR, 175 RBg, 1911 BW jo. 
Pasal 4 S. 1920 No 69. Bagi saksi yang beragama Islam, lafal sumpah 
berbunyi sebagai berikut:  
“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang 
benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya.” 
 
 Bagi saksi yang beragama Kristen disumpah dengan berdiri sambil 
mengangkat tangan kananya sampai setinggi telinga serta merentangkan 
jari telunjuk dan jari tengahnya, lafal sumpahnya sebagai berikut : 
“Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-






 Tujuan daripada diwajibkannya para saksi untuk bersumpah ialah agar 
memberikan keterangan yang sebenarnya dan menghindari saksi palsu. 
3) Persangkaan  
 Menurut Pasal 1915 BW, persangkaan adalah kesimpulan dari 
suatu peristiwa yang telah jelas ke arah peristiwa yang belum jelas 
kenyataannya oleh undang-undang atau hakim.  
 Dalam pembuktian, ada dua macam persangkaan yaitu 
persangkaan yang didasarkan atas undang-undang dan persangkaan yang 
didasarkan atas hakim. Persangkaan yang didasarkan atas undang-undang 
ialah persangkaan yang berdasarkan ketentuan khusus undang-undang dari 
sebuah peristiwa. Sedangkan persangkaan yang didasarkan atas hakim 
ialah persangkaan yang muncul dari peristiwa yang dilihat oleh hakim 
selama proses persidangan.  
4) Pengakuan  
 Menurut Sudikno Mertokusumo, pengakuan adalah keterangan 
yang membenarkan hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan. 
Pengakuan dibagi menjadi dua, pengakuan di muka hakim persidangan 
dan pengakuan di luar sidang pengadilan.  
 Pengakuan di muka hakim persidangan ialah pernyataan yang 
membenarkan seluruh atau sebagian dakwaan lawan di muka persidangan, 
baik diucapkan sendiri ataupun melalui kuasanya. Pengakuan di luar 
persidangan adalah keterangan yang diberikan salah satu pihak untuk 
membenarkan suatu perkara perdata di luar persidangan. Yang 
24 
membedakan antara keduanya adalah tempat dimana salah satu pihak 
menyatakan keterangannya.  
5) Sumpah
Menurut pembagiannya sumpah dibagi menjadi dua jenis yaitu 
sumpah pelengkap (supletoir) dan sumpah pemutus (desicoir). Sumpah 
supletoir ialah sumpah yang diperintahkan hakim kepada salah satu pihak 
guna melengkapi alat bukti dalam suatu sengketa perkara. Sumpah 
desicoir ialah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak 
kepada lawannya.  
